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PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  yang  memeriksa  dan  mengadili

pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, lahir di Padang 1 Februari 1968, Agama Islam,  Pendidikan Terakhir

SD,  Pekerjaan berdagang,  tempat  kediaman  di  Kota

Pematangsiantar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  lahir  di  Parapat  11  Desember  1984,  Agama  Islam, Pendidikan

Terakhir  SLTA,  Pekerjaan mengurus  rumah  tangga,  tempat

kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon berdasarkan  surat  permohonannya

tanggal  10 Juni  2021 telah mengajukan permohonan Cerai  Talak yang telah

didaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama  Pematangsiantar  dengan Nomor

Register  138/Pdt.G/2021/PA.Pst,  tanggal  22 Juni 2021 dengan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah  yang  telah

menikah pada tanggal 23 Desember 2016, dan tercatat dalam kutipan Akta

Nikah  Nomor  ####  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara

tertanggal 23 Desember 2016;
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2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

tinggal  bersama dikediaman  Pemohon  di  Kota  Pematangsiantar selama

kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut   Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri  (ba'da dukhul)  dan

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

baik  baik  saja, namun  sejak  pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah

tangga antara Pemohon dan Termohon mulai  goyah dikarenakan antara

Pemohon dan  Termohon  terjadi  percekcokan/pertengkaran dalam rumah

tangga yang penyebabnya antara lain:
4.1 Bahwa Pemohon seorang Duda yang memiliki seorang anak dari

pernikahan sebelumnya  dan Termohon seorang janda yang memiliki

seorang anak dari pernikahan sebelumnya, dan dikarenakan seringnya

satu  sama lain  ingin  menjaga  perasaan  anak  masing  masing  maka

Pemohon dan Termohon sering cekcok;
4.2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat

dan berbeda prinsip, sehingga dikarenakan perbedaan pendapat dan

prinsip tersebut sering menjadi pemicu terjadinya percekcokan dalam

rumah tangga;
5. Bahwa  permasalahan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon

semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2021 terjadi

percekcokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada waktu itu

anak Pemohon ribut dengan anak Termohon dan dikarenakan anak anak

tersebut  ribut  antara  Pemohon  dan  Termohon  masing  masing  membela

anaknya  dan  kemudian  percekcokan  pun  tidak  terelakkan  lagi,  setelah

terjadi percekcokan tersebut kemudian Termohon memilih untuk pergi dari

rumah dan  Pemohon pun  mengijinkan  Termohon  pergi  dari  rumah,  dan

sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang

sampai saat sekarang ini sudah 3 bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara

Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri  semakin tidak harmonis,

dan  bahkan  antara  pemohon  dan  Termohon  sudah  berpisah  ranjang
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selama  3  bulan,  maka  dari  itu  Pemohon  dan  Termohon  sudah  sepakat

untuk berpisah;
7. Bahwa  diakibatkan  permasalahan tersebut rumah  tangga  antara

Pemohon  dengan   Termohon  sudah  tidak  dapat  dibina  dan  tidak  dapat

dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah sudah  sulit

dipertahankan  lagi  dan  karenanya  agar  masing-masing  pihak  tidak

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative

terakhir  bagi  Pemohon  untuk  menyelesaikan  permasalahan Pemohon

dengan Termohon;
8. Bahwa  Pemohon  termasuk  kedalam  keluarga  kurang  mampu  sesuai

dengan  Surat  keterangan  Tidak  Mampu  yang  dikeluarkan  oleh  Lurah

Kelurahan  Pardomuan  Kecamatan  Siantar  Timur  Kota  Pematangsiantar

dengan Nomor 470/383/KP/VI/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni

2021, maka dari itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Pematangsiantar agar dapat membebaskan biaya perkara sesuai dengan

ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa  atas  dasar  alasan-alasan  tersebut  diatas,  Pemohon  memohon  agar

Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa

perkara ini memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak

satu  raj’i terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

~    Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon in person hadir

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  dan  tidak

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut

surat/relaas  panggilan  dari  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 22 Juni 2021 dan 01
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Juli 2021, Termohon  telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan berperkara

secara  cuma-cuma,  dan  berdasarkan  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar  tentang  Penetapan  Layanan  Pembebasan  Biaya  Perkara

Nomor:  W2-A.7/605/HK.05/IV/2021 tanggal  22 Juni  2021 telah mengabulkan

permohonan tersebut berdasarkan rekomendasi Sekretaris Pengadilan Agama

Pematangsiantar  mengenai  dana  bantuan/layanan  hukum  bagi  masyarakat

yang  tidak  mampu  yang  tersedia  dalam  DIPA  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar,  dan  sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran  Sekretaris

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  dengan  Surat  Keputusan  Nomor:  W2-

A.7/606/HK.05/IV/2021 tanggal 22 Juni 2021, telah mengeluarkan panjar biaya

perkara  yang  dibebankan  kepada  Negara  melalui  DIPA Pengadilan  Agama

Pematangsiantar tahun 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai

dari  Termohon,  akan  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil  surat

permohonannya ingin bercerai dari Termohon; 

Bahwa Termohon tidak pernah hadir  sehingga perintah melaksanakan

mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon  tanpa

ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka

tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara

Nomor #### tanggal 23 Desember 2016, yang bermeterai cukup dan telah

sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan  bukti saksi dua

orang, sebagai berikut:
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1. Saksi  Pertama,  umur  75  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah paman Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

Kota Pematangsiantar;

- Bahwa  setahu  saksi  dari  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  Pemohon  ketika  menikah  merupakan  duda  dan  telah

memiliki  satu  orang  anak  sedangkan  Termohon  ketika  menikah

merupakan janda yang juga memiliki satu orang anak;

- Bahwa  setahu  saksi  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  rukun  dan  damai  akan  tetapi  sejak  dua  tahun  setelah

menikah, rumah tangga  Pemohon dan Termohon  mulai  tidak rukun

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  antara  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi  penyebab  pertengkaran  karena masalah

anak, keduanya saling membela anak bawaan masing-masing;

- Bahwa  setahu  saksi  Termohon  tidak  mampu  menjalankan

kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa  setahu  saksi  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah

rumah  pada bulan  Maret  tahun  2021 sampai  perkara  ini  diajukan

karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi  tidak  sanggup lagi  untuk  mendamaikan Pemohon

dan Termohon;

2. Saksi Kedua, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga,  tempat  tinggal  di  Kota  Pematangsiantar,  di  bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut;
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

Kota Pematangsiantar;

- Bahwa  setahu  saksi  dari  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  Pemohon  ketika  menikah  merupakan  duda  dan  telah

memiliki  satu  orang  anak  sedangkan  Termohon  ketika  menikah

merupakan janda yang juga memiliki satu orang anak;

- Bahwa  setahu  saksi  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  rukun  dan  damai  akan  tetapi  sejak  dua  tahun  setelah

menikah, rumah tangga  Pemohon dan Termohon  mulai  tidak rukun

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  antara  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar;

- Bahwa  setahu  saksi  penyebab  pertengkaran  karena masalah

anak, keduanya saling membela anak bawaan masing-masing;

- Bahwa  setahu  saksi  Termohon  tidak  mampu  menjalankan

kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa  setahu  saksi  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah

rumah  pada bulan  Maret  tahun  2021 sampai  perkara  ini  diajukan

karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sebagai  pihak  keluarga  tidak  sanggup  lagi  untuk

mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  di

persidangan  bahwa  Pemohon  tetap  dengan  permohonannya  dan  telah

membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan

mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup

menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisah dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a

quo,  ternyata  Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  berwenang  untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  oleh  karena  itu  perkara  ini  dapat

diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4)

dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis

Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

hadir in person sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang

lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di  persidangan,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dengan  demikian  telah

terpenuhi  ketentuan Pasal  149 ayat  (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

menilai  perkara  ini  telah  dapat  diperiksa  dan diputus  tanpa hadir  Termohon

(verstek);

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berupaya

menasehati  Pemohon  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  membina  rumah

tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon

telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim

menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi  dan pasalnya tidak diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah ke dua kali  dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.

Pasal  31  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  hadir  menghadap  di  persidangan,

sedangkan  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  perkara  ini

dikecualikan  dari  kewajiban  mediasi  karena  termasuk  sengketa  yang

pemeriksaannya  dilakukan  tanpa  hadirnya  Termohon  yang  telah  dipanggil

secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  petitumnya  angka  2,  mohon

kepada Majelis Hakim untuk diberi  izin menjatuhkan talak satu raj’i  terhadap

Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan

Termohon  telah  tidak  rukun  lagi  sebagai  suami  isteri,  sering  berselisih  dan

bertengkar  dengan  sebab-sebab  sebagaimana  didalilkan  Pemohon  pada

permohonannya  yang  berujung  kepada  keduanya  tidak  serumah  lagi.  Atas

kondisi  tersebut  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon dan atas keadaan ini  Pemohon sudah tidak ridho lagi  beristrikan

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3

Tahun  2015  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan,  Kamar  Agama:  Pemeriksaan  secara  verstek  terhadap  perkara

perceraian  harus  melalui  proses  pembuktian  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  sedangkan  pemeriksaan  perkara  selain

perceraian  harus  menunjukan  adanya  alas  hak  dan  tidak  melawan  hukum

(Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-

dalil perceraian Pemohon;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti  P.1  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Pemohon

dan Termohon) yang fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai

pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat dipersamakan dengan

aslinya  yang  merupakan  akta  autentik,  oleh  karenanya  bukti  tersebut

mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan

mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah

memenuhi  maksud Pasal  3,  dan Pasal  5  Undang-Undang Nomor  10 Tahun

2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan

syarat mutlak (conditio sine qua non) yang diajukan oleh  Pemohon  tersebut,

telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan

belum pernah becerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon

adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Pemohon  telah

sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan,  yaitu  orang  dekat  Pemohon  (paman Pemohon  dan  teatngga

Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang,  bahwa  karena  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Pemohon ke

dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan  Pemohon (vide; Pasal

76 ayat (1) Undang-undang  Nomor 7  Tahun  1989 yang isi dan pasalnya tidak

diubah dengan Undang-undang  Nomor 3  Tahun  2006 dan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009,  junctis.   Pasal   22  ayat  (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di

bawah  umur  dan  bukan  orang  yang  sedang  terganggu  ingatannya  dan

keterangannya  disampaikan  di  bawah  sumpah  bukan  orang  yang  dilarang

sebagai  saksi  (vide:  Pasal  172  R.Bg.  juncto  Pasal  1910  dan  1912  Kitab
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Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah

memberikan  keterangan  di  hadapan  sidang  (vide:  Pasal  171  R.Bg.)  dan  di

bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  keterangan  (dibawah  sumpahnya)  yang  diberikan

kedua  saksi  bersumber  dari  pendengaran,  penglihatan  dan  pengetahuan

sendiri  yang  pada  pokoknya  bersesuaian  antara  satu  dengan  lainnya  serta

bersesuaian  dengan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  oleh  karenanya  telah

memenuhi  syarat  materiil  kesaksian dan dapat  diterima sebagai  bukti  untuk

membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  permohonan  Pemohon.  Hal  mana  telah

sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  telah

mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif  dalam hubungannya

dengan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  dimana  antara  Pemohon  dan

Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan

kelayakan  suami-isteri  pada  umumnya,  dimana  keduanya  meskipun  masih

terikat  dalam  status  perkawinan,  telah  berselisih  dan  bertengkar  yang

berketerusan dengan pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021 atau sekitar 3

(tiga) bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan

adanya kisruh dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat, serta saksi-

saksi Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang

telah menikah di  wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar

Timur Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 Desember 2016;

2. Bahwa setelah  menikah,  Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

1 (satu) orang anak;
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4. Bahwa sejak  tahun 2018,  rumah tangga Pemohon dengan Termohon

telah sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mengakibatkan

timbul ketidakrukanan dalam rumah tangga mereka sampai sekarang;

5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon

dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk

rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f)  jo. Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Tahun  1991  perceraian  dapat  terjadi

dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas

terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun

dan harmonis,  setelah  itu  sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang

mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal  sejak

bulan Maret tahun 2021, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan

perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah mendengar keterangan pihak

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang

dalam  hal  ini  sekaligus  sebagai  saksi,  yang  pada  prinsipnya  menyatakan

Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka

sudah jelas dan terang bagi  Majelis  Hakim kondisi  rumah tangga Pemohon

dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya

sebagaimana  dikehendaki  oleh  ketentuan  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  yang  tidak  lagi  mencerminkan  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan  rahmah.  Ikatan  perkawinan  tidak  hanya  terbatas  pada

hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan
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batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan

tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1

tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang

berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya,  sehingga timbul suatu

pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila  salah

kedua  belah  pihak  dalam  suatu  perkawinan  menyatakan  tidak  mau  lagi

mempertahankan  perkawinannya,  apakah  masih  bermanfaat  dan  masih

perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-

benar telah “pecah” (broken marriage), tidak mungkin dipertahankan lagi karena

mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka

karena  tidak  akan  terwujud  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan

rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

serta Firman Allah SWT dalan al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

ممِن ويۡ وو مهٰوءَا وقۡ وأَنۦ مت ول ككُم وخ ككُمۡ ممِن ول مس كف وتس اٗجٰوووۡأَزۡ وأَن كنُوۡمل ولَي اَۦاكك ول وهههامۡإ وعهه وج وو
ككُموۡبَي ددَّة ون وُو ورَحٗ دم ةةۡوو دَنۡ وم وكٰوذ مفِي مإ وقُوۡ تٰويۦول مل وَنۡ مۡمل كرو دك وف وت  ٢١ وي

Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih  dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an

surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

مإَن اَاۡ وو كمُو وز ول ۡوع دط دَن وقٰل مإ وه ۡوف دل عع ل ممَي ملَيُم وس  ٢٢٧ۡ وع

Artinya:  “Dan  jika  mereka  berazam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan

halal  yang  sangat  dibenci  oleh  Allah  SWT,  namun  disaat  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  suami  isteri  telah  begitu  memuncak yang  dapat

menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila
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kondisi  tersebut tetap dipertahankan,  maka sesuai  dengan kaidah fikih yang

menyatakan:

َالمصالح جلب مِن أولى َالمفاسد درء
Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang,  bahwa seiring  dengan  itu,  telah  gagalnya  upaya  optimal

Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam setiap tahap persidangan

terhadap Pemohon merupakan faktor  lain yang menjadi  bukti  telah tiadanya

keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi

perseteruan/perselisihan di  antara  keduanya.  Maka dapat  ditarik  kesimpulan

bahwa  perselisihan  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  sampai  pada

puncaknya yang berakibat  telah rusaknya hubungan kasih sayang di  antara

mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini

haruslah  dicegah  dan  dicarikan  jalan  keluarnya,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  perceraian  adalah  jalan  terbaik  untuk  mengangkat

kemudharatan  yang  bakal  timbul  kedepan  dalam  hubungan  Pemohon  dan

Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan

di  atas,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Termohon telah pecah (broken marriage) dan pecahnya rumah tangga tersebut

telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah

sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta

dapat  diklasifikasikan  dan  dikonstituir secara  yuridis telah  sesuai  dan/atau

memenuhi  unsur-unsur  rumusan  alasan  perceraian  sebagaimana  tertuang

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  pada  pokoknya  berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f)

antara suami dan isteri  terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon (petitum angka
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2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Termohon telah

dinyatakan  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah- dapat  dikabulkan  secara

verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga

sesuai dengan pendapat ahli  fiqh dalam  al-Anwar,  juz II,  halaman 159 yang

berbunyi:  “Apabila  Termohon  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan (menghadap  persidangan),  maka  Hakim dengan berdasarkan  bukti-

bukti boleh menerima permohonan (Pemohon).” Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada

Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj’i

di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  sebagaimana  akan

ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama

Pematangsiantar  dengan  Penetapan  Nomor:  W2-A.7/605/HK.05/IV/2021

tanggal 22 Juni 2021 telah memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan  Agama Pematangsiantar  untuk  menyediakan  dana  bagi  layanan

hukum perkara dimaksud, yang telah disediakan pada DIPA Pengadilan Agama

Pematangsiantar,  oleh  karena  itu  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara

permohonan Pemohon dibebankan kepada Negara melalui  DIPA Pengadilan

Agama Pematangsiantar tahun 2021;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang

berlaku serta hujjah syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Pematangsiantar;
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4. Membebankan biaya  perkara  sebesar  Rp 500.000,00 (lima ratus  ribu

rupiah)  kepada Negara  melalui  DIPA Pengadilan  Agama Pematangsiantar

tahun 2021;

Demikian  diputus  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  pada  hari  Rabu tanggal  07  Juli  2021

Masehi  bertepatan dengan tanggal  26  Dzulqaidah 1442 Hijriyyah  oleh  kami

Ade Syafitri,  S.Sy. sebagai  Ketua Majelis,  Muhamad Tambusai  Ad  Dauly,

S.H.I. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan ini  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga

oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Samsiyanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dto dto

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.            M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Samsiyanto, S.H.I

Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses Rp   

50.000,00

2. Panggilan Rp 440.000,00

Hal 15 dari  16 halaman Putusan No 138/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai Rp   
10.000,  00

            Jumlah Rp 500.000,00

                            (lima ratus ribu rupiah)
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